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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

. GAMBARAN UMUM KABUPATEN MALINAU

1. Geografi dan Demografi

Kabupaten | Malinau adalah  salah  satu kabupaten di Prbvinsi
Kalimantan Utara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota
Malinau. Kabupaten Malinau juga sering disebut Bumi Intimung.
Kabupaten Malinau terletak antara 114°3522" sampai dengan 116°50'55"
Bujur Timur dan 1°21'36" sampai dengan 4°10'55” Lintang Utara.

Kabupaten Malinau menjadi salah satu dari lima kabupaten yang
menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan UU nomor 20
Tabhun 2012 Tanggal 16 November 2012. Seluruh wilayah Kabupaten
Malinau merupakan daratan dengan luas 40.088,41 km2 schingga
menjadikan Malinau sebagai kabupaten terluas di Provinsi Kalimantan
Utara.

‘Secara administrasi, Kabupaten Malinau merupakan salah satu
daerah hasil pemekaran wilayah Kabupaten Bulungan berdasarkan
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 dan wilayahnya terletak di bagian
utara Provinsi Kalimantan Utara.

Kabupaten Malinau berbatasan langsung dengan Malaysia tepatnya

Negara Bagian Serawak di sebelah barat, Kabupaten Nunukan di sebelah

62
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utara, Kabupaten Tana Tidung dan Bulungan di sebelah timur, dan

Kabupaten Kutai Barat di sebelah selatan.

wn

e

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Malinau

Sejak berdiri pada tahun 1999 hingga tahun 2011, Kabupaten
Malinau terdiri atas dua belas kecamatan, yaitu Kayan Hulu, Sungai Boh,
Kayan Selatan, Kayan Hilir, Pujungan, Bahau Hulu, Malinau Kota,
Malinau Selatan, Malinau Barat, Malinau Utara, Mentarang, dan
Mentarang Hulu dengan jumlah total desa sebanyak 109 desa. Kemudian
pada tahun 2012, terjadi pemekaran kecamatan, yaitu pada Malinau Selatan
(menjadi Kecamatan Malinau Selatan, Malinau Selatan Hilir, dan Malinau
Selatan Hulu) dan Mentarang (menjadi Kecamatan Mentarang dan Sungai
Tubu) sedangkan jumlah desa tidak mengalami perubahan. Sementara itu,

untuk jumlah RT tidak mengalami perubahan secara signifikan, yaitu dari
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tahun 2014 sebanyak 381 RT menjadi 380 RT pada tahun 2015.
Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Malinau
Utara yang berjumlah dua belas desa. Sementara itu, Kayan Hilir yang
luasnya mencapai hampir sepertiga dari luas Kabupaten Malinau hanya
terdiri dari lima desa. Menurut data tahun 2015, tiga per empat dari 109
desa yang ada di Kabupaten Malinau. |

2. Penduduk

Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Malinau pada tahun 2015
adalah 77.492 jiwa. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan
Malinau Kota yakni 167,76 jiwa/km2 sedangkan kecamatan dengan
kepadatan penduduk paling rendah adalah Kayan Hilir yakni 0,14
jiwa’km?2. Hal ini terkait dengan luas wilayah setiap kecamatan dan
persebaran penduduk di Kabupaten Malinau yang tidak merata.

Seperti diicetahui bahwa Kecamatan yang memiliki luas wilayah
terbesar di Kabupaten Malinau adalah Kecamatan Kayan Hilir, sedangkan
Malinau Kota yang memiliki jumlah penduduk terbesar serta menjadi
tujuan utarha migrasi baik dari dalam maupun luar kabupaten memiliki luas
wilayah yaﬁg paling kecil. Jika diperhatikan piramida penduduk Kabupaten
Malinau mengerucut ke atas dengan dasar yang lebih lebar, ini
menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia muda lebih banyak dibanding

Jjumlah penduduk usia tua.
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3. Pendidikan

Keberhasilan proses pembangunan suatu wilayah sangat ditentukan
oleh kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM itu sendiri
sangat ditentukan oleh pendidikan. Secara umum, pendidikan terbagi -
menjadi pendidikan formal dan pendidikan nonformal. Pendidikan yang
dimaksudkan di sini adalah pendidikan formal, yaifu mulai dari sekolah "
dasar hingga perguruan tinggi.

Peningkatan mutu pendidikan tidak terlepas dari ketersediaan sarana
dan prasarana pendidikan, di antaranya sekolah dan guru. Berdasarkan
data dinas pendidikan, pemuda dan olah raga pada tahun 2015, di
Kabupaten Malinau terdapat 100 Sekolah Dasar, 1 Madarsah Ibtidaiyah,
29 Sekolah Menengah Pertama, 1 Madrasah Tsanawiyah, 17 Sekolah
Mengah Atas, dan 4 Sekolah Menengah Kejuruan. Angka partisipasi
murni (APM) di Kabupaten Malinau pada tahun 2015 untuk jenjang
pendidikan SD/sederajat adalah sebesar 95,68 yang artinya dari seluruh
penduduk usia 7-12 tahun, 95,68 persennya sedang bersekolah di
SD/sederajat. Sedangkan APM untuk SMP/Sederajat adalah 70,28 dan
untuk SMA/Sederajat adalah 65,24, |

Perbandingan atau rasio antara murid dan guru akan
menggambarkan rata-rata jumlah murid yang diajar oleh setiap guru. Jadi,
secara umum dapat dikatakan bahwa semakin tinggi rasio murid-guru,
semakin kurang efektif proses belajar-mengajar begitu pun sebaliknya.

Pada tahun ajaran 2013/2014, rasio murid-guru di semua jenjang
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pendidikan selain sekolah dasar mengalami peningkatan. Hal ini berarti

bahwa peningkatan jumlah murid lebih tinggi dibandingkan dengan guru.

4.2 Potret Pendidikan Kabupaten Malinau
4. Perdagangan

Sarana perdagangan yang tersedia di Kabupaten Malinau
berdasarkan data Potensi Desa tahun 2014 antara lain adalah minimarket
sejumlah 8, restoran/rumah makan 1, warung makan 152, toko/warung
kelontong sebanyak 1.070, pasar dengan bangunan permanen 2, pasar
dengan bangunan semi permanen 7, dan pasar tanpa bangunan ada
sebanyak 4.

Berdasarkan jenisnya, perdagangan dapat dibedakan menjadi empat
yaitu perdagangan besar (memiliki kekayaan bersih lebih dan sepuluh
miliyar rupiah), perdagangan menengah (kekayaan bersih lima ratus juta
sampai sepuluh miliyar rupiah), perdagangan kecil (kekayaan bersih lima
puluh juta sampai lima ratus juta rupiah), dan perdagangan mikro

(kekayaan bersih kurang dari lima puluh juta rupiah).
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Sampai tahun 2015, di Kabupaten Malinau terdapat 13 perdagangan
menengah, 182 perdagangan i{écil, dan 1.481 perdagangan mikro. Pada
2015, jumlah koperasi di Kabupaten Malinau sebanyak 115 unit terdiri

dari 3 unit KUD dan 112 unit non KUD.

. GAMBARAN UMUM BADAN KESBANGPOL KABUPATEN

'MALINAU
1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau
merupakan bagian Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang

kesatuan bangsa dan politik.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Bupati Malinau Nomor 45 Tahun 2016 pasal 5, Badan Kesatuan

Bangsa dan PolitikKabupaten Malinau mempunyai fungsisebagai berikut :
a) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
b) Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

c) Pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi, fasilitasi, pembinaan,
bimbingan teknis dan supervise di Bidang Kesatuan Bangsa dan

Politik;
d) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kesatuan

Bangsa dan Politik;

e) Pelaksana administrasi badan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
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f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan

bidang tugas dan fungsinyei.

Tabel. 4.1

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESBANGPOL KAB. MALINAU

(Perbup Nomor: 45 Tahun 2016)

. : KELOMPOK JABATAN
%, FUNGSIONAL ]

ERY

| * " susgaGiAN | 7

~ SUNGRAM

Fyo o B D s S

- D _SUBBAGIAN:™ |
" KEUANGAN &
PERLENGKAPA

BIDANG
BINA IDEOLOGI, *
WASBANG &

KARAKTER BANGSA,

P

BIDANG

- 'POLITIK DALAM

- EKONOMI, SOSIAL, ..
. BUDAYA & ORMAS

KEWASPADAAN
NASIONAL .

SUB BIDANG

LOUBBIDANG % s
BINA IDEOLOGI & * .

* “SUBEIDANG";
PEMBINAAN
- - KARAKTER BANG

SUB BIDANG

"ANALISIS EVALUASI
NFORMASH &w—eits

Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Malinau

Berbagai akses politik, ekonomi, sosial dan budaya serta
ketertiban dan ketenteraman yang dibutuhkan masyarakat Kabupaten
Malinau kemungkinan tidak akan terwujud apabila perubahan
mendasar  dibidang  pemerintahan  sebagai wadah  untuk
mengekspresikan aspirasi politik tidak memenuhi harapan, disamping

itu agenda reformasi yang telah didengungkan sejak 1998 yang lalu
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akan berjalan dengan menuai harapan dan hasil yang optimal apabila
partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi dapat terjamin
aman/kondusif sehingga disintegrasi di Kalimantan Utara dapat
terhindarkan.
a. Sumber Daya Manusia

Kondisi Sumber Daya Aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Malinau menurut kualifikasi golongan/pangkat.

Tabel. 4.2
KONDISI APARATUR BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN MALINAU
MENURUT KUALIFIKASI GOLONGAN

“ﬁ"*‘*’g«, ey J':

o Sumber Badan Kesbangpol Bulan Pebruari T ahun 201

Berdasarkan tabel di atas terlihat kondisi sekarang Pegawai

Negeri Sipil Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Malinau menurut golongan masih belum memadai, untuk -

golongan I berjumlah 7 (tujuh) orang, golongan II berjumlah 22 (dua
puluh dua) orang, golongan III berjumlah 15 (lima belas) orang dan
golongan IV berjumlah 6 (enam) orang, berdasarkan kondisi sumber

daya manusia aparatur ini yang ada. Sedangkan perbandingan kondisi

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43708.pdf

70

sumber daya manusia aparatur sekarang dan kondisi yang diharapkan
menurut kualifikasi pendidikan formal dapat dilihat pada tabel 4
berikut:

Tabel. 4.3

KONDISI SDM BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN MALINAU
MENURUT KUALIFIKASI PENDIDIKAN

1. SD PNS 6 SD PNS

0
2 SMP PNS 2 SMP PNS 0
3 SMA PNS 20 SMA PNS 5
4. DIPLOMA PNS 4 DIPLOMA PNS 4
5 S1 PNS 16 S1 PNS 36
6

o T a
BN e o i BN

Badan Kesbgpl Bulan Pebruari Tahun 2017

A B

umber

Tabel di atas terlihat kondisi Aparatur Sipil Negara pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau menurut
kualifikasi pendidikan kondisi sekarang masih belum memadai, untuk
kualifikasi SD sebanyak 6 (enam) orang, SMP secbanyak 2 (dua)
ofang,SMA sebanyak 20 (dua puluh) orang, Diploma sebanyak 4
(empat) orang, S.1 berjumlah 16 (enam belas) orang serta S.2
berjumlah 3 (tiga) orang, berdasarkan kondisi yang akan datang/yang
diharapkan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan P(;litik sangat

memerlukan sumber daya aparatur mulai SD dan SMP sebanyak 0
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(nol) orang, SMA sebanyak 5 (lima) orang, Diploma berbagai jurusan
memerlukan sebanyak 4 (empat) orang, S.1 sebanyak 36 (tiga puluh
enam) orang dan S.2 masih diperlukan sebanyak 6 (enam) orang,
kekurangan tenaga tersebut amat dibutuhkan segera untuk mengisi
tenaga administratif pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Malinau dan juga amat membutuhkan Aparatur Sipil
Negara yang memiliki kualifikasi ahli di bidang manajerial,

konsepsional yang memadai.

C. HASIL PENELITIAN

. Prinsip Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik

Prinsip pemberian bantuan keuangan partai politik melalui
APBD telah diatur dalam UU No.2/2011 yang menyebutkan, partai
politik yang mendapatkan subsidi atau bantuan keuangan negara dari
APBN/APBD adalah partai politik yang memperoleh kursi di
DPR/DPRD. Besaran subsidi dihitung berdasarkan perolehan kursi
masing-masing partai politik. Seperti yang diungkapan key informan
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Kabupaten

Malinau, sebagai berikut:
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“Laporan pertanggungjawaban bantuankeuangan
Partai Politik yang transparan merupakan bentuk
kepatuhan terhadap Undang-Undang Partai Politik,
partai politik harus mampu dan melaksanakan
pertanggungjawaban terhadap seluruh sumber dana
keuangan yang diperoleh dari APBD. Setiap partai
politik yang menerima bantuan keuangan dari
APBD melalui transfer dana ke rekening khusus
bantuan keuangan wajib menyerahkan laporan

pertanggungjawaban kepada BPK”.

Gambar 4.3 Serah Terima Bantuan Parpol

‘ Dalam menghitung besaran subsidi APBN kepada partai
politik yang meraih kursi di DPR, merujuk kepada PP No. 5/2009

menghitungnya melalui dua tahap. Tahap pertama menentukan nilai
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subsidi persuara, dengan formula: jumlah subsidi APBN tahun
sebelumnya dibagi dengan jumlah suafa partai politik yang
mendapatkan kursi periode sebelumnya (2009). Tahap kedua adalah
mengkalikan nilai subsidi per suara tersebutdengan jumlah suara sah
yang diperoleh oleh partai politik periode terbaru (2014). Dua
tahapterse-but juga berlaku bagi penghitungan besaran suBsidi APBD
provinsi dan besaran subsidi ABPD kabupaten/kota kepada
untukpartai politik yang memiliki kursi di DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten/kota.

. Pelaksanaan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik di

Kabupaten Malinau

a. Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Semula UU No.2/2011 menyebutkan bahwa penerimaan

- subsidi Negara diprioritaskan untuk membiayai kegiatan
pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat. Lalu '
diubah ke PP No.1/2018 pasal 2 yang berbunﬁ selain yang
digunakan untuk meiaksanakan pendidikan politik, bantuan
keuangan kepada partai politik juga digunakan untuk operasional
sekretariat partai politik. Sementara PP No. 5/2009 merinci
kegiétan operasional sekretariat partai politik meliputi:
administrasi umum, berlangganan daya dan jasa, pemeliharaan

data dan arsip, serta pemeliharaan peralatan kantor.
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b. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik

Tentang laporan pertanggungjawaban dana subsidi
APBN/APBD, PP No. 5/2009 mengatur bahwa partai politik wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan
pengeluaran. dana subsidi secara berkala satu tahun sekali kepada
pemerintah, setelahdiperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan |
(BPK). Sesuai tingkatannya, laporan itu disampaikan kepada
Mendagri, Gubernur dan Bupati/Walikota, selambatnya satu bulan
setelah diperiksa BPK. Laporan perténg_gungjawaban ini terbuka
untuk diakses masyarakat.

Hal ini pun disampaikan oleh key Informan secara jelas sebagai
berikut:

“Bahwa partai politik penerima bantuan keuangan

wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan

audit dana yaitu Laporan realisasi penerimaan dan

pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari

APBD”.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, mekanisme Bantuan
Keuangan Partai Politik (Banparpol) serta pengelolaannya
mencakup penghitungan, penganggaran, pengajuan, verifikasi
kelengkapan administrasi, penyaluran, penggunaan, dan
pertanggungjawaban banparpol. Setelah menerima penyaluran

banparpol, parpol menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43708.pdf

75

LPJ tersebut berisi penerilﬁaan dan pengeluaran keuangan yang
bersumber dari dana bantuan APBN/APBD, yang selanjutnya
disebut LPJ Banparpol.

Pemerintah Kabupaten Malinau menetapkan Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik berdasarkan Képutusan Bupati
Malinau Nomor 201.8/K.284/2017 tentang Pemberian Bantuan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Malinau Kepada Partai Politik
yang Mendapat Kursi di DPRD Kabupéten Malinau Tahun
Anggaran 2017. Terdapat 9 partai politik yang memperoleh
bantuan keuangan dengan nilai bantuan per suara sebesar
Rp9.227,36. Total perolehan suara pada Pemilu Periode 2014-
2019 sebanyak 32.512 suara, sehingga jumlah bantuan keuangan
yang dialokasikan adalah sebesar Rp 300.000.000,00. Adapun
rincian dari alokasi bantuan keuangan kepada partai politik adalah

sebagai berikut:
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Tabel 4.4 Rincian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
yang Mendapatkan Kursi di DPRD Kabupaten Malinau Periode

2 -

NO | PARTAI | PEROLEHAN PEI(inglgllf NILAI | JUMLAH
PENERIMA | KURSI | ANSUARA | PERSUA | BANTUAN
BANTUAN RA (Rp)

(Rp)

1 | DEMOKRAT 6 12668 922736 | 116.892224

2 |PDLP 3 5495 022736 | 50704355 |

3 | GOLKAR 3 5166 922736 | 47.668.553

4 | NASDEM 2 2743 922736 | 25356791

5 | GERINDRA 2 2106 922736 | 19.432.825

6 | PKS 1 1257 922736 | 11.598.79%

7 | PBB 1 1086 922736 | 10.020915

§ | PPP 1 1028 922736 | 9485728

9 | PKPI 1 958 922736 | 8.839813
JUMLAH 20 32512 300.000.000

Sumber: Kesbangpol Kabupaten Malinau

Prosedur pemberian bantuan keuangan kepada partai

politik adalah partai politik mengajukan permohonan bantuan

keuangan secara tertulis kepada Bupati Malinau dengan dilampiri

dokumen-dokumen sesuai dengan persyaratan administrasi yang

telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau yang terdiri

dari:

1. Penetapan perolehan kursi dan suara hasil Pemilu oleh

KomisiPemilihan Umum,;

2. Susunan kepengurusan Partai Politik yang sah;

3. Rekening kas umum Partai Politik;

4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Partai Politik;
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5. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik;
dan

6. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan
keuangantahun anggaran sebelumnya.

Apabila semua persyaratan administrasi telah dipenuhi dan
télahdilakukan verifikasi, Bendahara Umum Daerah akan
menyalurkan bantuankeuangan kepada partai politik melalui
transfer dari Rekening Kas UmumDaerah ke rekening atas nama
Dewan Pimpinan Daerah/Dewan PimpinanCabang Partai Politik.
Partai Politik wajib menyampaikan laporanpertanggungjawaban
atas dana bantuan keuangan yang telah diterimakepada Bupati
Malinau, setelah diperiksa oleh BPK.

Laporan Pertanggungjawaban dilampiri dengan dokumen
bukti pendukung yang lengkap dan sah serta surat pernyataan
tanggung jawab (Representation Letter, yang ditandatangani
KetuaDPD/DPC). Representation Letter antara lain berisi bahwa:

1. Parpol telah menyediakan semua data dan informasi yang
diperlukankepada BPK;

2. Pernyataan dari Ketua DPD/DPC bahwa tidak ada
pelanggaranterhadap hukum dan peraturan yang dampaknya

perlu diungkapkandalam LPJ;

3. Pernyataan dari Ketua DPD/DPC bahwa tidak ada kecurangan

material(kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau
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pengungkapan dalamL.PJ dan penyalahgunaan dana banparpol
yang dapat berdampakterhadap LPJ).

DPD/DPC wajib menyampaikan LPJ banparpol secara
berkala satutahun sekali kepada Pemerintah melalui Bupati
Malinau danl BPKsesuai kewenéngannya.Partai Politik wajib |
menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan
pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBD kepada‘
BPK secara berkala satu tahun sekali untuk diaudit paling lambat
satu bulan setelah tahﬁn anggaran berakhir.

3. Faktor Problematika Pada Partai Politk Dalam Menyampaikan
Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan Yang
Bersumber Dari APBD Tidak Sesuai Dengan Aturan
a. Faktor Internal

1) Kapasitas

Hal ini terkait dengan kapasitas pengurus partai politik
mayoritas adalah memiliki pemahaman dengan berlatar pendidikan
hukum dan keuangan yang sangat minim, terlebih pembuatan
Laporan Pertanggungjawaban sangat membutubkan kecermatan
dan kemampuan seseorang dalam membuat laporan penggunaan
dana bantuan keuangan sesuai prinsip-prinsip Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP).

Hal ini diungkapkan oleh salah satu informan, sebagai

berikut:
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“yang saya lihat ya kapasitas pengurus parpol
pemahamannya, latar pendidikan hukum dan
keuangan yang sangat kurang, terlebih lagi dalam
pembuatan Laporan Pertanggungjawaban sangat
membutuhkan ketc_:litian' dan kemampuan seseorang
dalam membuat laboran penggunaan dana yang
sesuai prinsip-prinsip Standar Akuntansi
Pemerintah”.

Pernyataan di atas juga dibenarkan oleh salah satu

informan sebagai berikut:

“Iya, benar. Kalau untuk LPJ kami memang
menyerahkan kepada pengurus. Tapi tidak semua
pengurus memiliki latar belakang pendidikan
Ekonomi. Ya, yang ngurus pokoknya yang bersedia

saja:.

2) Latar Belakang
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Faktor latar belakang keilmuan dan latar belakang

profesionalisme menjadi catatan tersendiri dalam melihat kendala

partai

politik yang ada di Kabupaten Malinau dalam

mempertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan.

Sangat tidak layak manakala pengurus partai politik yang bertugas

membuat laporan pertanggungjawaban diisi dengan orang-orang

yang tidak bertanggungjawab dengan mencampur adukkan antara
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kegiatan kepartaian dengan kepentingan pribadi. Keterbatasan
pengetahuan pengurus partai politik dalam memahami aturan juga
sangat ~ mempengaruhi  mekanisme  pertanggungjawaban
penggunaan dana bantuan keuangan parpol.
3) Kemauan dan Kesungguhan

Dalam melaporkan pertanggungjawéban bantuan dana,
pengurus parpol kurang berkemauvan dan bersungguh-sungguh
dalam menyusun laporan. Hal ini terlihat dari kurangnya
koordinasi pengurus parpol dengan pemerintah terkait mekanisme
pertanggungjawaban dana bantuan parpol yang bersumber dari
APBD, sehingga masih banyak laporan yang tidak disertakan bukti
pertanggungjawaban yang lengkap dan sah.

Hal ini dibenarkan oleh salah satu informan sebagai
berikut:

“Banyak LPJ yang kami terima itu asal-asalan saja,

yang penting jadi. Jadi kami minta revisi lagi sampai

berapa kali. Kadang-kadang tidak semua juga

bersedia merevisi kan. Ada yang bandel-bandel lah

istilahnya”.

b. Faktor Eksternal

Selain faktor internal yang menjadi kendala bagi pengurus
parpol di tingkat kabupaten malinau adalah adanya faktor eksternal

yaitubelum ada sosialisasidan pelatihan dari BPK terkait
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mekanisme penyusunan dan pelaporan pertanggungjawaban dana
bantuan keuangan dari tingkat pengurus partai yang lebih tinggi
maupun dari pemerintah daerah kabupaten malinau. Sehingga, hal
ini  juga  merupakan  faktor . yang mempengaruhi
pertanggungj awaban yang tidak sesuai aturan.
Senada dengan pernyataan informan berikut:
“Sudah di laksanakan, tetapi dari tim audit BPK
belum pernah mensosialisasikan mengenai laporan
pertanggungjawaban  tersebut, sosialisasi hanya

pernah dilakukan oleh Badan Kesbangpol”.
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Gambar 4.5 Sosialisasi Permendagri No.6 Tahun

2007

¢. Tidak Adanya Penerapan Sanksi

Kurangnya kesungguhan dan kemauan dalam menyusun
laporan pertanggungjawaban dana‘ bantuan parpol- dikarenakan
tidak adanya penerapan sanksi bagi parpol yang belum
menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana bantuan.

Hal ini pun diungkapkan oleh salah satu informan sebagai
berikut:

“Ya, tidak pernah diberikan sanksi tegas, jika Partai

Politik belum menyampaikan laporanpertanggung

jawabannya, maka tidak akan diberikan bantuan

keuangan pada tahun berikutnya”.
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Pernyataan ini pun didukung oleh informan yang
lainnya, sebagai berikut’
“Tidak pernah diberikan sanksi tetapi hanyaberupa
pembinaan yang berupa LHP (laporan hasil
pemeriksaan) agar partai politik penérima bantuan
keuangan untuk kedepannya lebih baik lagi dalam
penyusunan LPJ bantuan keuangan dan harus sesuai
dengan peraturan/format yang ditetapkan”.
Hal-bal yang menyebabkan partai politik belum
dapat menyusun laporan pertanggungjawabati dana bantuan
keuangan yang bersumber dari APBD sesuai aturan

dikarenakan faktor kultur hukum yang tidak optimal

~ diantaranya keterbatasan pengetahuan pengurus partai

politik dalam memahami Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun
2015 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2014 serta
lemahnya struktur hokum dimana Pemerintah Daerah
Kabupaten Malinau belum menerapkan sanksi administratif
kepada Partai Politik yang di LHP BPK RI- tidak sesuat
aturan Permendagri Nomor 77 Tahun 2014 karena akan
dilakukan terlebih dahulu pelatihan dan sosialisasi terkait
tata cara pelaporan dan penyusunan dana bantuan keuangan
yang bersumber dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten

Malinau.
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‘ d. Upaya yang dilakukan Partai Politik dan Pemerintah Daerah

Kabupaten Malinau agar Pertanggungjawaban Partai Politik

ik menjadi lebih baik dan sesuai aturan adalah sebagai berikut:

1) Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Terkait
hal-hal yang menyebabkan pertanggungjawaban yang
~ disampaikan tidak sesuai atﬁran dan menjadi bahan perbaikan
dimasa yang akan datang.
2) Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Kesbangpol
| Kabupaten Malinau dapat menyelenggarakan sosialisasi
tentang tata cara bantuan keuangan partai politik dengan
narsumber langsung dari BPK RIL
D. Pembahasan
Partai politik yang mendapatkan subsidi atau bantuan keuangan
| negara dari APBN/APBD adalah partai politik yang memperoleh kursi di
| DPR/DPRD. Besaran subsidi dihitung berdasarkan perolehan kursi
l masing-masing partai politik. Pengaturan lebih lanjut tentang subsidi
Negara kepada partai politik ini diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Dalam menghitung besaran subsidi APBN kepada partai politik yang
meraih kursi di DPR, PP No. 5 tahun 2009 menghitungnya melalui dua
tahap. Tahap pertama, menentukan nilai subsidi per suara yaitu jumlah
subsidi APBN tahun sebelumnya dibagi dengan jumlah suara partai politik

yang mendapatkan kursi periode sebelumnya. Tahap kedua, adalah

mengkalikan nilai subsidi per suara tersebut dengan jumlah suara yang
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diperoleh oleh partai politik periode ini. Dua tahap tersebut juga berlaku
bagi penghitungan besaran subsidi APBD provinsi dan besaran subsidi
ABPD kabupaten/kotakepada untuk partai politik yang memiliki kursi di
DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Tentang penggunaan dana subsidi negara, PP No. 5 tahun 2009
menegaskaﬁ bahwa subsidi negara digunakan untuk kegiatan pendidikan
politik dan operasional sekretariat. UU No. 2/2008 menyebutkan, partai
politik yang mendapatkan subsidi atau bantuan keuangan negara dari
APBN/APBD adalah partai politk yang memperoleh kursi di
DPR/DPRD.

Besaran subsidi dihitung berdasarkan perolehan kursi masing-
masing partai politik. Pengaturan lebih lanjut tentang subsidi negara
kepada partai politik ini diatur oleh Peraturan Pemerintah. Ketentuan yang
sama dipertahankan dalam UU No. 2/2011.

Tentang laporan pertanggungjawaban dana subsidi APBN/APBD,
PP No. 5/2009 mengatur bahwa partai politik wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana subsidi
secara berkala satu tahun sekali kepada pemerintah, setelah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sesuai tingkatannya, laporan itu
disampaikan kepada Mendagri, Gubernur dan Bupati/Walikota,
selambatnya satu bulan setelah diperiksa BPK. Laporan

pertanggungjawaban ini terbuka untuk diakses masyarakat.
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Pemerintah Kabupaten Malinau menetapkan Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik berdasarkan Keputusan Bupati' Malinau Nomor
201.8/K.284/2017 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Malinau Kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di DPRD
Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2017. Terdai)at 9. partai politik yang
memperoleh bantuan keuangan dengan nilai bantuan_ per suara sebesar
Rp.9.227,36. Total perolehan suara pada Pemilu Periode 2014-2019
sebanyak 32.512 suara, sehingga jumlah bantuan keuangan yang
dialokasikan adalah sebesar Rp 300.000.006,00.

DPD/DPC wajib menyampaikan LPJ banparpol secara berkala satu
tahun sekali kepada Pemerintah melalui Bupati Malinau dan BPK sesuai
kewenangannya Partai  Politik  wajib  menyampaikan  laporan
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari
dana bantuan APBD kepada BPK secara berkala satu tahun sekali untuk
diaudit paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Namun, dalam penerapannya masih ada beberapa parpol yang tidak
memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Malinau dan
BPK. Hal ini dikarenakan beberapa hal yaitu sebagai beﬁkut.

a. Faktor Internal
1) Kapasitas
Hal ini terkait dengan kapasitas pengurus partai
politikmayoritas adalah memiliki pemahaman dengan berlatar

pendidikan hukum dan keuangan yang sangat minim, terlebih
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pembuatanLaporan Pertanggungjawaban sangat membutuhkan
kecermatandan kemampuan seseorang dalam membuat laporan
penggunaandana bantuan keuangan sesuai prinsip-prinsip Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP).

Tidak semua anggota 'Parpol yang ada di Kabupaten
Malinau memiliki kemampuan dalam membuat laporan
penggunaan dana, hal ini disebabkan karena kurangnya pelatihan
tentang pembuatan laporan pertanggungjawaban oleh parpol itu
sendiri.

Pentingnya pemahaman yang baik dalam pembuatan
laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sehingga dapat
mempermudah anggota parpol dalam melaporkan penggunaan
dana kepada pemérintah.

Pasal 36 UU No. 2 ayat (3) menyebutkan bahwa:
“Pengurus Partai Politik di setiap tingkat melakukan pencatatan
‘atas semua penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik™.
Pengaturan ini terkait dengan kewajiban pencatatan atas keuangan
partai politik di setiap tingkat. |

Sehingga, pentingnya partai politik memilih pengurus
khusus untuk melakukan pencatatan keuangan partai politik yang

memiliki kemampuan dibidang keuangan dan pencatatan.
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2) Latar Belakang

Faktor latar belakang keilmuan dan latar belakang
profesionalisme menjadi catatan tersendiri dalam melihat kendala
partai polittk yang ada di Kabupaten Malinau dalam
mempertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan.
Sangat tidak layak manakala pengurus partai politik yang-bertugas
membuat laporan pertanggungjawaban diisi dengan orang-orang
yang tidak bertanggungjawab dengan mencampur adukan antara
kegiatan kepartaian dengan kepentingan pribadi.. Keterbatasan
pengetahuan pengurus partai politik-dalam memahami aturan juga
sangat =~ mempengaruhi mekanisme ' pertanggungjawaban
penggunaan dana bantuan keuangan parpol.

Kurangnya tanggung jawab dan pemahaman tentang
laporan keuangan sangat tidak etis dilakukan oleh seorang
pengurus partai politik. Mengingat bantuan dana untuk parpol dari
APBD haruslah digunakan dengan bijak, yaitu dari rakyat dan
kembali kepada rakyat. Oleh sebab itu pengurus parpol haruslah
dengan sungguh-sungguh dalam melaporkan pertanggungjawaban
keuangan yang digunakan oleh partainya.

Pengelolaan keuangan dalam suatu lembaga/organisasi
dalam hal ini partai politik sebagai suatu lembaga publik

merupakan suatu hal yang sensitif. Apalagi jika uang yang mereka
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gunakan adalah uvang rakyat, maka rakyat patut untuk mengetahui
kemana saja aliran dana tersebut.
UU No. 2 tahun 2011 menegaskan bahwa pengelolaan

keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel.

“Oleh karenanya partai politik wajib membuat laporan keuangan

tahunan yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan neraca
dan laporan kas. Laporan keuangan tersebut harus diaudit oleh
akuntan publik dan diumumkan secara periodik. Tujuannya agar
laporan keuangan bisa diakses publik, termasuk di dalamnya
adalah daftar penyumbang.

3) Kemauan dan Kesungguhan

Dalam melaporkan pertanggungjawaban bantuan dana,
pengurus parpol kurang berkemauan dan bersungguh-sungguh
dalam menyusun laporan. Hal ini terlihat dari kurangnya
koordinasi pengurus parpol dengan pemerintah terkait mekanisme
pertanggungjawaban dana bantuan parpol yang bersumber dari
APBD, sehingga masih banyak laporan yang tidak disertakan bukti
pertanggungjawaban yang lengkap dan sah.

Didalam suatu organisasi terdapat suatu struktur
manajemen yang pengelolaan dan pengurusannya untuk
pengendalian atau kontrol didalam suatu organisasi. Begitu juga
didalam manajemen organisasi partai politik. Pengelolaan dan

pengurusan ini diterapkan dipartai politik, yang bertujuan menarik
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dan menghimpun aspresiasi dari masyarakat untuk merealiasasikan
dan memperjuangkan keinginan yang diharapkan oleh masyarakat
dengan visi dan misi. Hal ini tidak lepas dari peranan tokoh-tokoh
yang ditunjuk oleh masyarakat atau organisasi. Tokoh atau
kelompok yang berpengaruh ini biasanya mengarahkan semua
kebijakan dan pengelolaan organisasi. |

Prinsip pokok keuangan partai politik- adalah akuntabilitas
dan transparansi. Prinsip transparansi mengharuskan partai politik
bersikap terbuka terhadap semua proses pengelolaan keuangan
partai politik. Sejumlah kewajiban harus dilakukan partai politik,
seperti membuka daftar penyumbang dan membuat laporan
keuangan secara rutin, yang mencatat semua pendapatan dan
belanja partai politik sepanjang tahun. Tujuan membuka daftar
penyumbang dan laporan keuangan kepada publik adalah untuk
menguji prinsip akuntabilitas, yaitu memastikan tanggungjawab
partai politik dalam proses menerima dan membelanjakan dana

partai politik itu rasional, sesuai etika dan tidak melanggar

. peraturan.

Diharapkan dengan adanya laporan pertanggungjawaban
keuangan dari partai politik, menegaskan bahwa adanya tanggung
jawab dan keterbukaan dari partai politik kepada masyarakat
dalam hal penggunaan APBD. Hal ini dilakukan sebagai bentuk

transparansi partai politik kepada masyarakat, agar masyarakat
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memiliki kepercayaan terhadap partai politik yang dibiayai oleh

APBD.

. Faktor Eksternal

Selain faktor internal yang menjadi kendala bagi pengurus
parpo.l di tingkat kabupaten malinau adalah adailya faktor eksternal
yaitubelum ada sosialisasi dan pelatihan dari- BPK terkait
mekanisme penyusunan dan pelaporanpertanggungjawaban dana
bantuan keuangan dari tingkat pengurus partai yang lebih tinggi
maupun dari Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau. Sehing_ga,
hal 1ini juga merupakan faktor yang mempengaruhi
pertanggungjawaban yang tidak sesuai aturan.

Untuk mengatur pelaporan keuangan partai politik. Dengan
adanya standar pelaporan diharapkan laporan keuangan organisasi
partai politik dapat lebih mudah dipabami, memiliki relevensi,
dapat diandalkan, dan memiliki daya banding yang tinggi.

Dalam rangka pesta demokasi di negara ini, tanda tanya
besar perlu tidaknya suatu pertanggungjawaban keuangan
dialamatkan ke Parpol maupun peserta pemilu. Idealnya mereka
harus transparan karena sebagai suatu entitas yang menggunakan
dana public yang besar tanggung jawab keuangan merupakan hal
yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Mereka harus mempertangungjawabkan sumber daya

keuangan yang digunakan kepada para konstituennya dan juga
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sebagai bentuk kepatuhan kepada Undang-undang Bentuk
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan para peserta pemilu,
adalah dengan menyampaikan Laporan Dana kampanye (semua
peserta pemilu) serta Laporan Keuangan (khusus untuk Parpol),

yang harus diaudit oleh akuntan Publik dan disampaikan ke KPU

- serta terbuka untuk diakses publik.

Laporan keuangan yang dibuat oleh Partai Politik adalah
laporan keuangan tahunan dan laporan dana kampanye.
Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Partai Politik mengacu
pada PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 45
tentang akuntansi untuk organisasi nirlaba, yang dikeluarkan oleh
Ikatan Akuntan Indonesia dan terdiri atas laporan berikut ini:

1) Laporan Posisi Keuangan.

2) Laporan Aktivitas.

3) Laporan Perubahan dalam Aktiva Neto/Ekuitas.
4) Laporan Arus Kas.

5) Catatan atas Laporan Keuangan.

Selain mengacu pada PSAK No. 45, penyusunan laporan
keuangan Partai Politik juga terikat pada ketentuan-ketentuan yang
terdapat dalam perundang-undangan RI | mengenai
Partai Politik dan Pemilu, seperti UU No. 31 tahun 2002 tentang
Partai Politik dan UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu.

Ketentuan teknis tentang pedoman penyusunan laporan keuangan
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untuk Partai Politik terdapat dalam SK KPU No. 676 tahun 2003
tentang Tata Administrasi Keuangan dan Sistem Akuntansi
Keuangan Partai Politik, serta Pelaporan Dana Kampanye Peserta
Pemilihan Umum.

Peraturan mengenai partai politik telah diatur dengan.
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011, sebagai pengganti dari
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.
Keuangan partai politik bersumber dari iuran anggota, sumbangan,
maupun bantuan keuangan dari APBN/APBD. Dalam pasal 34A
ayat 1 menyebutkan bahwa partai politik wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang
bersumber dari dana bantuvan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala
1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan
setelah tahun anggaran berakhir. Tujuan audit oleh BPK tersebut
adalah untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan terkait dengan bantuan pemerintah dan efektivitas dan
operasi penggunaan dana bantuan pemerintah. Audit dilaksanakan
berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
Dalam pasal 38 UU No 2 th 2011 dijelaskan bahwa hasil
pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan

pengeluaran keuangan partai politik terbuka untuk diketahui
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', | masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa seharusnya

| masyarakat dapat mengetahui dan mengakses atas pelaporan

: | keuangan partai. Namun kenyataannya masih sangat sulit untuk

| menerapkan transaparansi atas keuangan partai politik. Pasal 39

i dari undang-undang ini menyatakan bahwa:

1) Pengelolaan keuangan Partéi Politik  dilakukan secara
transparan dan akuntabel

2) Pengelolaan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun
dan diumumkan secara periodic

3) Partai Politik wajib membuat laporan keuangan untuk

i  keperluan audit dana yang meliputi:

a) laporan realisasi anggaran Partai Politik

i | b) laporan neraca; dan

. : ¢) laporan arus kas.

Oleh sebab itu, pentingnya pelatihan dan sosialisasi tentang

pelaporan pertanggungjawaban keuangan parpol yang diikuti oleh

para pengurus parpol sehingga, fransparansi dan akutabilitas

parpol dapat terlaksana dengan baik.

f | : f. Tidak Adanya Penerapan Sanksi

i Kurangnya kesungguhan dan kemauan dalam menyusun

laporan pertanggungjawaban dana bantuan parpol dikarenakan
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tidak adanya penerapan sanksi bagi parpol yang belum
menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana bantuan.

Hal-hal yang menyebabkan partai politik belum dapat
menyusun laporan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan
yang bersumber dari APBD sesuai aturan dikarenakan faktor
kultur hukum yang tidak optimal diantaranya keterbatésan
pengetahuan pengurus partai politik dalam memahami Peraturan
BPK RI Nomor 2 Tahun 2015 dan Permendagri Nomor 77 Tahun-
2014 serta lemahnya struktur hokum dimana Pemerintah Daerah
Kabupaten Malinau belum menerapkan sanksi administratif
kepada Partai Politik yang di LHP BPK RI tidak sesuai aturan
Permendagri Nomor 77 Tahun 2014 karena akan dilakukan
terlebih dahulu pelatihan dan sosialisasi terkait tata cara pelaporan
dan penyusunan dana bantuan keuangan yang bersumber dari
APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Undang-undang dibuat untuk mencapai tujuan; demikian
juga pengaturan-pengaturan tertentu dalam undang-undang dibuat
dengaﬁ tujuan tertentu pula. Tujuan pokok pengaturan keuangan
partai politik di dalam UU No. 2 tahun 2011 adalah untuk menjaga
kemandirian partai politik agar tetap berorientasi dan berjuang
untuk kepentingan rakyat. Kedua undang-undang itu berusaha
mencegah agar partai politik tidak dikendalikan oleh seseorang

atau sekelompok orang yang memiliki vang.
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Oleh karena itu undang-undang itu membatasi besaran
sumbangan dari pihak tertentu dan melarang menerima sumbangan

dari pihak tertentu. Selain itu, agar pengelolaan keuangan partai

- politik bisa dikontrol publik, maka partai politik diwajibakan

membuat laporan keuangén secara petriodik, diaudit akuntan publik
dan BPK (untuk penggunaan dana subsidi negara). Namun
ketentuan-ketentuan tersebut tidak akan ada artinya apabila tidak
disertai sanksi terhadap para pelanggarnya.
1) Hukuman pidana
Sanksi pidana yang harus diberikan kepada pengurus partai
politik, sangat ringan jika dibandingkan dengan sanksi suap
atau penggelapan di KUHP. Pengenaan sanksi terhadap parpol
yang lalai memenuhi kewajibannya dalam pengelolaan dana
bantuan keuangan parpol dari APBN atau APBD diatur dalam
Peraturan Pemenintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 tentang
perubahan atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
-Keuangan kepada Partai Politik. Pemerintah dan pemerintah
daerah (Pemda) wajib mengalokasikan anggaran dari sebagian
APBN atau APBD untuk parpol.A Peraturan itu mulai berlaku
pada tahun anggaran 2018. Di aturan yang baru tersebut,
terdapat kenaikan jumlah dana bantuan keuangan parpol yang

diberikan pemerintah.
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Kebijakan kenaikan jumlah dana bantuan keuangan
parpol tersebut merupakan insénﬁf negara untuk mendukung
penguatan sistem kaderisasi serta penguatan kelembagaan
parpol. Jumlah kucuran dana bantuan parpol pada 2017
kemarin terhitung masih terlalu kécil, yakni Rp.108 per suara.
Saat ini, jumlahnya mengalami kenaikan sepuluh kali lipat
yaitu, »RpIOOO per suara. Sehingga, penggunaan dana bantuanr
keuangan parpol itu bakal diaudit secara ketat oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penggunaan dana bantuan tersebut dituyjukan wuntuk
pendidikan politik bagi kader parpol, masyarakat, operasional
sekretariat parpol, seperti biaya berlangganan daya dan jasa,
pemeliharaan data dan arsip, serta pemeliharaan peralatan
kantor.Kenaikan dana bantuan keuangan parpol, dilakukan -
secara selektif sesuai kondisi kemampuan keuangan daerah,
nilai per suara bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya,
indeks kemahalan serta tidak mengganggu pelaksanaan
program prioritas daerah.

Jika hanya dikenakan sanksi administrative itu masih
ringan saja karena tidak sesuai dengan APBN/APBD yang
tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan sungguh-sungguh
mengingat dana bantuan yang diberikan bukan nilai yang

sedikit, sehingga jika penggunaannya tidak dapat
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dpertanggungjawabkan penggunaannya oleh parpol . Oleh
sebab itu dibutuhkan juga sanksi pidana agar ada tanggung
jawab dan kesungguhan dari parpol dalam menggunakan
bantuan dana dar APBN maupun APBD.
2) Denda

Sanksi administratif terbadap partai politik yang
melanggar ketentuan laporan penggunaan dana subsidi negara
dan larangan menggunakan fraksi di MPR/DPR/DPRD sebagai
sumber pendanaan partai politik sangat ringan. Seharusnya,
selain sanksi pidana ada juga denda yang ditetapkan terhadap
kelalaian parpol dalam menyerahkan LPJ dana bantuan

tersebut,
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BABV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pertanggungjawaban
dana bantuan parpol di Kabupaten Malinau tidak mengikuti aturan
disebabkan beberapa hal sebagai berikut: |

1. Pengurus partai politik di Kabupaten Malinaﬁ fnemiliki latar belakang
pendidikan hukum dan keuangan yang sangat minim sehingga,
kurangnya profesionalisme pengurus partai politik di Kabupaten
Malinau dalam membuat lpertanggungjawaban dana bantuan partai
politik dari APBD sehingga mencampuradukkan antara kegiatan partai
dan kepentingan pribadi.

2. Kurangnya kemauan dan kesungguhan dalam membuat laporan
pertanggungjawaban, sehingga tidak adanya koordinasi dengan
pemerintah terkait.

3. Tidak adanya sosialisasi tentang mekanisme pertanggungjawaban dana
bantuan partai politik dan lemahnya penerapan sanksi administratif

dari BPK RL

99
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B. SARAN

Kemampuan anggota parpol dalam membuat Laporat Pertanggung
Jawaban (LPJ) Bantuan Dana dari APBD harus di upgrade, mengingat
pentingnya sebuah parpol mempertanggung jawabkan APBD yang sudzh
digunakan. Dikarenakan minimnya pengetahuan hukum dan keuangan
pengurus partai politik di Kabupaten Malinau, disarankaﬁ agar instansi
pemerintah mengadakan sosialisasi terkait mekanisme
perténggungjawaban dana bantuan partai politik yang narasumbernya
langsung dari BPK RI. Selain daripada itu, pentingnya menerapkan sanksi
tegas untuk partai politik yang melaporkan pertanggungjawaban dana
bantuan partai politik agar pelaksanaan pertanggungjawaban dapat

berjalan sesuai aturan yang semestinya.
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